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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, dimana ditandai dengan adanya perubahan 

yang begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga instansi dituntut untuk 

mengadakan penyesuaian - penyesuaian dalam semua sisi yang ada pada 

organisasi tersebut. Terbatasnya sumber daya manusia, diharapkan organisasi 

dapat mengoptimalkannya sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan 

ilmu, pembangunan, dan teknologi. 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting untuk dapat 

mempertahankan dan mengembangkan maju atau tidaknya sebuah organisasi pada 

zaman globalisasi yang saat ini mengalami perubahan begitu cepat. Suatu 

organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengelola 

(Widianti, 2014). 

Meningkatnya sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh suatu organisasi agar dapat berkembang dan menjadi lebih 

baik lagi. Tujuan organisasi akan sulit dicapai, jika sumber daya manusia tidak 

menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk dapat bekerja semaksimal 

mungkin. Hal ini yang menyebabkan tugas suatu organisasi sumber daya manusia 

yang ada tetap bekerja dengan baik dan selalu mempunyai perilaku yang positif 

dalam membangun organisasi untuk dapat berkembang. Pimpinan diharapkan 

selalu memberikan motivasi yang tepat agar semangat kerja para pegawainya 
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tetap terpelihara dan dapat timbul keinginan untuk bekerja dengan baik sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan mereka. 

Kinerja pegawai dalam suatu instansi pemerintah merupakan masalah yang 

tanpa hentinya dapat di teliti. Karena masalah kinerja pegawai dalam instansi 

pemerintah ini memang selalu menarik untuk dikupas lebih dalam lagi. 

Hal ini disebabkan karena dalam instansi pemerintah pelayanan kepada 

masyarakat merupakan kewajiban yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

sebagai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, pejabat dalam instansi pemerintah 

untuk mendorong para pegawainya agar dapat meningkatkan kinerjanya serta 

kualitas sumber daya manusianya, ini merupakan kewajiban untuk menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik, selalu ada peningkatan sesuai 

dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk dapat 

mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Akan tetapi, sering dijumpai masih banyak pemberitaan di media massa, 

baik elektronik maupun surat kabar tentang buruknya kinerja Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) diberbagai organisasi pemerintahan di Indonesia. Buruknya kinerja 

pegawai ini disebabkan karena pegawai masih belum bisa menyesuaikan diri 

dengan bidang keahlian dan pendidikannya. Sehingga pengetahuan dan 

kompetensinya tidak dapat digunakan secara maksimal dan menyebabkan tingkat 

kinerja pegawai yang semakin rendah. Untuk itu salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun kembali 

penempatan pegawai dengan lebih memperhatikan pengetahuan, keahlian, 

kompetensi, pengetahuan dan pendidikannya agar lebih sesuai serta dengan 
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melakukan pemberdayaan pegawai secara berkala agar peningkatan kinerja para 

pegawai tersebut dapat tercapai secara maksimal (R. Ismoyojati, 2019). 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan 

sebuah organisasi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam 

rangka menjalankan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara 

efektif dan efesien (Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 

2002). 

Penilaian kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dengan tujuan untuk 

menjamin objektifitas dalam pembinaan PNS untuk peningkatan kinerja pegawai 

atau yang disebut dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala 

BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) tersebut dilaksanakan mulai awal tahun 2014 dengan 

menggantikan DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pegawai). PNS diwajibkan untuk 

menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang menjadi pedomannya dalam 

bekerja selama kurun waktu satu tahun sebagai dasar penilaian prestasi kerja 

pegawai yang dinilai oleh setiap atasan langsungnya (Perka BKN No. 1 Tahun 

2013).  
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Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tersebut merupakan pedoman setiap pegawai 

dalam bekerja selama kurun waktu satu tahun yang hasil kinerjanya dapat 

dijadikan sebagai penilaian secara kuantitas oleh kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah juga dapat dipengaruhi oleh adanya kualitas kerja. 

Sedangkan dalam pengertiannya kualitas kerja yaitu mengacu pada kualitas 

sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dimiliki seorang pegawai ( Matutina : 2001 ). Kualitas kerja dapat diukur dengan 

adanya tingkat efisiensi dan efektifitas seorang pegawai dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Kualitas kerja yang rendah akan membuat produktrivitas seorang 

pegawai menurun dan sebaliknya jika kualitas kerja pegawai tinggi akan 

meningkatkan tingkat produksi pegawai. Kualitas kerja diukur dengan suatu 

penilaian perilaku kerja seorang pegawai.  

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang 

dilakukan oleh seorang pegawai, salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 

hasil penilaian ini, nilai-nilai dapat dikelompokkan berdasarkan predikat tertentu, 

yaitu: sangat baik (≥91), baik (76-90), cukup (61-75), kurang (51-60) dan buruk 

(≤50). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selalu  berharap 

hasil kerja dari seluruh pegawainya memiliki kualitas dan integritas kerja dengan 

predikat sangat baik (≥91). Data berikut ini adalah data hasil penilaian kualitas 

kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah: 
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Tabel 1.1 Data SKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2016-2018.  

Tahun Jumlah Pegawai 
Rata-Rata Penilaian 

Kinerja (%) 
Keterangan 

2016 185 83,41 Baik 

2017 185 85,17 Baik 

2018 185 85,65 Baik 

Sumber : Data Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

 

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan, bahwa hasil presentase penilaian dari 

kualitas kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu mendapatkan predikat sangat baik, 

karena hasil penilaian tersebut belum mencapai nilai di angka 91 hingga 100. 

Namun demikian, presentase hasil penilaian kinerjanya cenderung naik mulai dari 

tahun 2016 hingga tahun 2018 sehingga perlu adanya peningkatan kinerja agar 

mencapai predikat sangat baik. 

Belum optimalnya kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah selama ini, dengan ditunjukkan oleh fakta-fakta yang ada di 

lapangan, seperti adanya interval terkait dengan pegawai laki-laki dan perempuan. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sering melakukan 

tinjauan atau monitoring ke berbagai sekolah di Jawa Tengah khususnya untuk 

sekolah SMA, SMK dan SLB, jadi perlu adanya pegawai laki-laki yang sebanding 

jumlahnya dengan perempuan untuk dapat ditugaskan dinas keluar. Pegawai 

perempuan lebih dominan dari pada laki-laki maka kinerja belum optimal. Latar 
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belakang pendidikan pegawai yang masih terdapat lulusan SMA, jumlah Pegawai 

kontrak (Non PNS) lebih banyak dari jumlah Pegawai Negeri Sipil, terbatasnya 

jumlah pegawai di setiap bidang maupun cabang dinas. Hal ini dapat menjadi 

hambatan dan suatu masalah terhadap kurang maksimalnya kinerja para pegawai. 

Apabila permasalahan yang ada tersebut tidak segera ditindaklanjuti untuk 

dicarikan jalan keluarnya, maka dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dapat berakibat negatif, serta dapat menurunkan rasa kepercayaan 

masyarakat umum terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 

Pemberdayaan sebagai sebuah kekuatan sangat diperlukan dalam 

meningkatkan kualitas pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

serta dalam melayani masyarakat. Kemudian dengan dilakukannya pemberdayaan 

diharapkan sekaligus dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan 

produktivitas kerja yang semakin tinggi. Menurut Holosko et al. (2011) 

pemberdayaan dianggap mampu menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas 

para pegawainya, dimana pegawai yang kreatif tersebut akan selalu mencari cara 

dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat 

serta dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu 

pemberdayaan dipandang menjadi bagian yang penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup organisasi di lingkungan yang kompetitif. 

Selanjutnya motivasi pun menjadi hal yang tidak kalah penting dilakukan 

oleh para pimpinan kepada pegawai guna untuk menunjang atau pun 

meningkatkan kinerjanya. Motivasi kerja pegawai juga dipengaruhi oleh tingkat 
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usia. Menurut Plato yang dikutip oleh Sahlan (1998) menyatakan bahwa 

seseorang pada waktu muda sangat kreatif, namun setelah tua kemampuan dan 

kreativitasnya mengalami kemunduran karena dimakan usia. Hal ini disebabkan 

oleh hilangnya upaya untuk menciptakan hal-hal baru dan telah merasa puas 

dengan keberhasilan yang telah diraihnya. Beberapa pegawai pada usia sudah 

tidak produktif bahkan yang menjelang masa pensiun salah satunya mengalami 

kesulitan dalam menggunakan teknologi terkini berbasis komputer dan internet. 

Pegawai yang telah memasuki masa pensiun biasanya memiliki keterbatasan 

dalam pengelolaan teknologi informasi. Padahal sebagian besar kegiatan di dinas 

telah menggunakan komputer. Oleh karena itu, pimpinan sangat diperlukan untuk 

memberikan motivasi yang lebih ekstra guna untuk mencari jalan keluar atas 

masalah tersebut. 

Penciptaan iklim organisasi yang berorientasi pada prestasi dan 

mementingkan pegawai dapat memperlancar pencapaian hasil yang diinginkan. 

Sedangkan suasana lingkungan kerja yang tidak kondusif seperti teman yang tidak 

saling mendukung dan kebijakan pimpinan yang kurang mendukung akan 

menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

iklim organisasi tersebut kurang mendukung pekerjaan mereka sehingga dapat 

mengganggu kinerja para pegawainya. Apabila pegawai merasakan suasana kerja 

yang kondusif, maka diharapkan pegawainya akan mencapai prestasi kerja yang 

memuaskan. Iklim organisasi yang kondusif dalam suatu instansi mempengaruhi 

sikap dan tindakan seluruh pegawai yang ada dalam instansi tersebut, khususnya 

pada pencapaian prestasi kerja. Iklim yang kondusif juga dapat mendorong dan 
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mempertahankan motivasi para pegawai. Dengan demikian iklim organisasi harus 

diciptakan sedemikian rupa sehingga pegawai merasa nyaman dalam 

melaksanakan tugasnya, disamping itu juga akan mendorong pegawai untuk lebih 

berprestasi secara optimal sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Magna Anuraga, dkk (2017) 

menyatakan bahwa Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja pegawai dan motivasi kerja. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fahri Nur Adiat Utomo (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmila, dkk (2012) menyatakan bahwa 

Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2018) menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Filia Hanum (2018) menyatakan bahwa 

iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, dkk (2012) 

menyatakan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba melakukan penelitian dengan 

variabel dependen Kinerja Pegawai dan dengan variabel independennya adalah 

Pemberdayaan, Motivasi dan Iklim Organisasi, studi dilakukan di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 

 



 

9 
 

1.2. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah 

a. Bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja pegawai ? 

b. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai ? 

c. Bagiamana pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja pegawai. 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. 

c. Untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori dan referensi 

penelitian atau pemecahan masalah mengenai pengaruh pemberdayaan, motivasi 

dan iklim organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mungkin dapat  digunakan oleh instansi 

tersebut dalam meningkatkan performa dan kinerja para pegawainya. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk melakukan 

pemberdayaan pegawai, memberikan motivasi dan mengetahui iklim organisasi 

dalam mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 
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kinerja pegawai. Selain itu, dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


